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Menginget

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES A

NOMOR 76 TAHUN 2001
TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA

=

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa landessn  pemikiren  ddan  pengduran  mengenda
Pemerintehan Desa  berdriken  keanekaragaman,  partispad,
otonomi adli, demokratisas dan pemberdayaen masyarakd;

bahwa sbaga kesauan maesyarskat hukum, Desa  memiliki
kewvenangen  untuk  mengaur dan  mengurus  kepentingan
mesyaraka sgtempat  berdesarkan  asd-usul den adat  idiadat
stempat yang diskui ddam ddem Pemeintahan Nasond dan
beradadi ddam wilayah Kabupaten;

bahwa ddam rangka pembineen mengena Desa sesua huruf a
dn b dan pdaksaeen keentuen Pesd 111  Undang-undang
Nomor 22 Tahwun 1999 tentang Pemerintahan Dagrah, perlu
ditetgpkan Perauran  Pemeinteh  teitang Pedoman Umum

Pengaturan Mengenai Desg;

Pasd 5 aya (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undengundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pgak Daerah
dan Retribus Dagrah (Lembaran Negara Republik Indonesa
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685 sbagamana tdah diubeh  dengen Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undeangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeintahen
Dagrah (Lembaan Negara Republik Indonesa Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
Undangundang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan attaa Pemeainteh Pust dean Dagah  (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848);

Undangundang Nomor 39 Tahwun 199 tentang Hak Asd
Manusa (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Perguran  Pemeinteh  Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemeinteh dan  Kewenangan Propind  sebegal
Dagah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peduran Pemeinteh Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaen dan Pengawasan das Penydenggaraen
Pemerintahan Dagrah (Lembaran Negaa Republik Indonesa



Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaan Negara Nomor
4090);

8. Paauran Pemeainteh Nomor 52 Tawun 2001 tentang
Penydenggaraan Tuges  Pembatuen  (Lembaran Negara
Republik Indonesa Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN UMUM

PENGATURAN MENGENAI DESA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasd 1

Ddam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengen :

1.

Pemaintah, Kecamaan, dan Pemginteh Desa addah pengatian-pengatian
shagamana  tercantum  ddam  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999  tentang
Pemerintahan Dagrah.

Dexa dau yang dissbut nama lan, sdanutnya dissbt Desa addah kesatuan
mesyaaka hukum yang memiliki  kewenangan untuk mengawr dan  mengurus
kepertingen masyaaka stempa  badasarken asd-usll  dan  adat  idiada
Hempat yang diskui ddam dgem Pemgintéhen Nesond dan beada di
Daerah Kabupaten.

Baden Pawdkilan Desa yang sdanjutnya dissout BPD addah sebaga  lembaga
legidas dan pengawesan ddam hd  pdaksaneen paauran Dess,  Anggaan
Pendgpatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desau

Lembaga Kemasyaakdan Desa addah Lembaga yang dibentuk  oeh
mesyaeka sesua  kebutuhan Desa yang meupsken mitra Pemerinteh Desa
ddam ragka meningkatkan patidped  masyaekad ddam  penydenggaraan
pembangunan.

Dana Paimbangan addah pengatian sebegamena  tecantum  ddam  Undang
undang Nomor 25 Tawun 1999 tentang Peimbangan Keuangan antaa
Pemerintah Pusat dan Daerah.

Baden Ustha Milik Desa yang sHanjuinya disngkea BUMDES addah badan
usha yang bebentuk badan hukum sesua  peraturan  perundang-undangan
yang berlaku.

Phek Keiga addah indand, lembaga, badan hukum, dan perorangan di  luar
Pemerinteh Desa antara lan Pemeintah Pusat, Pemeintah Propind, Pemerintah
Kabupaten, Pemeinteh Negaa Adng, Badan Ussha Milik Negaa, Badan
Ustha Milik Degrah, Badan Usdha Milik Desa, Koperad, Swasta Nasond dan
Swada Asng, Lembaga Keuangan dalam dan luar negeri.



8. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Desa addah pembeian Phek Ketiga kepada
Desa secara ikhlas, tidek mengiket, bak bebentuk uang aau yang disamaken
dengan uang maupun barang bergerak aau barang tidak bergerak.

9. Anaman Desa addah sgumlah uang yang dipnam deh Pamainteh Desa dai
phek lan yang meminamken kepada Pemeinteh Desa dengen syard tertentu
separti jangka waktu, bunga, dan jaminan tertentu.

10.Kejasama addah suau rangkaan kegidan yang tejad karema ikatan formd
antaa Desa dan Phek Ketiga untuk bersama-sama mdakukan kegidan usaha
gunamencapal Luatu tujuan tertentu.

11.Pembentuken Desa addah tindsken mengadsken Desa bau d luar aau di
ddam wilayah Desa- desa yang tdah ada.

12. Penghapusan  Desa addah  tindeken meniadeékan Desa yang ada akibat  tidek
memenuhi Syarat dan aau digabung dengan Desaterdeka.

13. Penggabungan Desa add ah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.

BAB I

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN DESA

Pasd 2

(1) Desa dibentuk aas prekarsa mesyareka dengan  memperhaikan asd-usul Desa
dan pasyadan yang ditentukan seua  dengan kondis  sosd  budaya
masyaraka sstempdt.

(2) Pembentukan Desa shagamana  dimeksud pada aya (1), tejad kaena
pembentukan Desa bau di luar Desa yag tdah ada aau sebaga  akibat
pemekaran Desa dan atau penataan Desa.

(3) Desa yang kondis masyareka dan wilayahnya tidsk lag memenuhi pearsyadan
dapat dihapus atau digabung.

Pasd 3

(1) Badasarkan pada adat idiadat den asd-usul Dess, ddam wilaysh Desa
dimungkinkan adanya pembegian wilaysh sgpati Dusun adau sduten lan yang
merupakan lingkungan kerja pdaksanaan Pemerintahan Desa

(2) Sehutan  bagian wilayah Desa sébagamana dimeksud peda ayat (1), disesuakan
dengan kondis sodd budaya masyarakat setempat.

Pad 4

(1) Pengaduran  lebih lanjut mengena Pembentukan, Penghgpusen  dau
Penggabungan Desa  diaur ddam Peawan Dagah  Kéabupaten  dengan
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mempatimbangkan luas  wilayah, jumlah penduduk, sosd  budaya  potens
desa, den lain-lan.
(2) Peraturan Dagrah  Kabupaten sdbagamana dimeksud pada aya (1), memuat
materi antaralan mengena :
a. penegasan mengena batas wilayah Desa ddam sdtigp pembentukan Desy;
b. pembagian wilayah Desg;
C. rindantentang kewenangan Desa
d. mekaniame pdaksanaen pembentukan, penghgpusen dan a@au  penggabungan
Desas muld dai usul Kepda Desa das prakasa masyaeka sedah

mendgpatkan parsdtujuan Badan Pewakilan Desa sampa penetgpan  dengan

Peraturan Daerah Kabupaten,
BAB Il
KEWENANGAN DESA
Pasd 5
Kewenangan Desamencakup :

a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hek asal-usul Desg;

b. kewenangan yang oeh peduran peundangundangan yang belaku bdum
dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; dan

Cc. Tugas Pembatuen dai Pemeintah, Pemeinteh Proping  dan  dau
Pemerintah Kabupeten.

Pasd 6

Penydenggaraen  Tuges Pembantuen ssbegaimana dimeksud ddam Pesd 5 huruf ¢,
bepedoman pada Peauwan Pemeinteh Nomor 52 Tahun 2001 tentang

Penydenggaraan Tugaes Penrbantuan.

BAB IV
BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DESA
Bagian Kestu
Umum
Pasd 7
(1) Di Desa dbetuk Pemerinteh Desa dan Badan Pawsakilan Dexa  yag
menydenggarakan Pamerintahan Desa
(2) Pemgrinteh Desa terdiri dai Kepda Desa d@au yang dissut dengan nama lan

dan Perangkat Desa.
(3) Perangka Desa sehagamana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri aas:



a. unsur peayanan ssperti Sekretarial Desa dan atau Tata Usahg;
b. unsur pdaksanateknis lgpangan;
¢. unsur Pembantu Kepala Desadi wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun.
(4) Nama dan jumlah Unsur Perangkat Desa sshegamana dimeksud pada aya (3),
disesuaikan dengan kebutuhan dan kondis sosd budaya masyarakat setempet.

Bagian Kedua
KepdaDesa

Pasd 8

Yang dapa diplih menjad Kepda Desa addah penduduk Desa Waga Negara

Republik Indonesa dengan syarat-syarat :

a. betakwakepada Tuhan Yang MahaEsy,

b. sdiadan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

c. tidk penah taliba lagung aau tidk langung ddam kegiaan yag
mengkhiandi Pancadla dan Undang-Undang Dasxr 1945, G.30.9PKI dan aau
kegiatan organisad terlarang lannya;

d. berpendidkan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingka Petama dan  aau
berpengetahuan yang sedergiat;

e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;

f. seha jaamani dan rohani;

g. nyda nyatatidak terganggu jiwalingatannya;

h. berkdakuan bak, jujur, dan adil;

i. tidek pernah dihukum penjara karena meakukan tindak pidang;

J. tidek dicdbut hek pilihnya bedasakan keputussn pengadilan yang mempunya
kekuatan hukum tetap;

k. mengend daerahnyadan dikend oleh masyarakat di Desa setempd;

|.  bersadiadicdonkan menjadi Kepda Desa; dan

m. mamenun syad-syaa lan yang ssua dengen adat idiada yang diaur ddam
Peraturan Daerah.

Pasd 9

(1) Kepda Dexa dipilih langaung deh penduduk Desa dai cdon yang memenuhi
syaa.
(2) Pemilinen Kepaa Desa dilaksanakan mdalui tahap penca onan dan pemilihen.

Pad 10
(1) Untuk  pencdonan  dan  pemilihan Kepda Dessy Badan Peawskilan Desa

membentuk  Peniia. Pemilihen yang terdii dai anggota Badan Paweakilan Desy,
pengurus lembaga kemasyarakalan Desa dan tokoh masyarakat.



(2) Pnitia Pemilinen  sdbagaimana dimeksud  pada aya (1), mdakukan
pemerikssen identites bakd cdon beadasakan persyaaan yang  ditentukan,
mdaksaneken  pemungutan suara dan mdgparken  pdaksaneen  pamilihen
Kepda Desa kepada Badan Perwekilan Desa

Pasd 11

(1) Penitia Pemilihen mdaksanekan penjaingen  dan  penyaingean  bekd  cdon
KepdaDesasesua persyardan.

(20 B&kd cdon yag tdah memenuni pasyadan, odeh Penitia Pemilinen diguken
kepada Badan Pewekilan Desa untuk ditetapkan sebaga cdon yang  berhak
dpilih.

Pad 12

(1) Cdon Kepda Desa yag behk dpllih deh Penitia Pemilihen  diumumkan
kepada masyaaka ditempa-tempat yang tebuka aau sesua  dengan  kondis
s05d budaya masyaraka setempat.

(2) Cdon Kepda Desa dgpa mdakuken kampanye sesua dengan kondid sosd
budaya masyarakat setempat.

Pasd 13

(1) Cdon Kepda Desa yag dnyaekan teapilih addah cdon yang mendgpekan
dukungan suara terbanyak.

(2) Cdon Kepda Desa tapilih sdbagamana dimeksud peda ayat (1), ditetgokan
dengan Keputusan Badan Pewakilan Desa bedasakan Lgporan dan  Beita
AcaraPamilihen dari Panitia Pemilihen.

(3)Cdon Kepda Dexa Teaplih dshkan oen Bupai dengan menebitkan
Keputusan Bupati tentang Pengesshan Cdon Kepda Desa Terpilih.

(4) Keputusan  Bupati  ssbegamana dimeksud pada ayat  (3), diterbitken pding
lambat 30 hari setdah pemilihen.

Pesd 14

(1) Sehdum memangku  jebalanya, Kepda Desa mengucgpoken sumpahjanji  dan
dilantik oleh Bupeti atau pegjabet lain yang ditunjuk.

(2) Susunan kata-kata sumpahvjanji Kepaa Desa dimeksud addah sebagai berikut :
“Demi  Allah (Tuhan), saya besumpahbajani bawa sya a&an memenuhi
kewgiban saya sdaku Kepda Desa dengan sshak-baknya  sgujur-jujurnya,
dan sddil-adilnyg bahwa saya akan sddu taat ddam  mengamdkan  den
mempertshanken  Pancesla sdbagal desar negarg, den badhwa saya  aken
menegakkan  kehidupan  demokras dan Undang-Undang Dasr 1945 sebaga
konditus negaa sata sgda perauran  perundang-undangan yang belaku  begi
Desa, Deerah, dan Negara K esatuan Republik Indonesia



Pesd 15

(1) Masa jabatan Kepda Desa pding lama 10 (sgpuluh) tahun atau dua kdi mesa
jabatan terhitung sgak tanggd ditetapkan.

(2) Apabila mesa jabatan Kepda Desa ssbagamana dimeksud peda ayat (1) tdah
berakhir, yang bersangkutan tidek boleh dicdonkan kembdi untuk mesa jabatan
berikutnya

Pasd 16

(1) Tugas dan kewgjiban Kepda Desaaddah :

memimpin penydenggaraen Pamerintahan Desg;

membinakehidupan masyaraka Desg;

meambira perekonomian Desg;

memdihara ketenteraman dan ketertiban masyaraka Desg;

mendamaikan persdishan mesyaraka di Desg;

mewakili Desya d ddam dan d luar pengadilan dan dapa  menunjuk

kuasa hukumnya;

(2) Untuk  mendamakan persdishan sfbagamana dimeksud pada ayat (1) huruf e
Kepala Desadapat dibantu oleh lembagaadat Desau

(3) Segda padishan yang tdah didamaken odeh Kepda Desa bersfa mengka
pihek-pihak yang bersdish.
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Pasd 17

(1) Ddam mdaksaneken tuges dan  kewgibanya shegamana dimeksud  ddam
Pesd 16, Kepda Desa wgib beskgp dan betindsk adil, tidek diskriminatif
satatidek mempersulit ddam memberikan pelayanan kepada masyarakd.

(2) Kepda Desa yang beskap dan betindk tidek adil, diskriminaif dan
mempaalit  ddan  memberikan  pdayanan  kepada maesyaska,  diberiken
teguran dan atau peringatan tertulis oleh Badan Parwekilan Desau

Pasa 18

(1) Kepda Desa memimpin  penydenggaraan  pemeintahen  Desa berdasarkan
kehijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa

(2) Daam mdaksanakan tugas dan kewgjibannyaKepdaDesa.:
a.  bertanggung jawab kepada rakya mddui Badan Perwekilan Desg; dan
b. menyampaikan lgporan mengenal pelaksanaan tugasnya kepada Bupdti.

(3) Patanggungiawvaban dan lgporan pdaksanaen tuges Kepda Desa  sebagamana
dmeksud pada aya (2), disampakan sekurang-kurangnya sekdi ddam stu
tahun.



(4) Lgporan pdaksaneen tugas Kepda Desa sebagamana dimeksud ayat (2) huruf
b, disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camdt.

Pasd 19

(1) Badan Pawekilan Desa membaitahukan kepada Kepda Desa mengena  akan
berakhimya mesa jabaan Kepda Desa scaa tertulis enam bulan  ssbdum
berakhir masa jabatan.

(2) Patanggungawaban a&khir maesa jabatan Kepda Desa disampakan tiga bulan
sebdum masajabatan berakhir.

(3) Sdambat-lambatnya  dua  bulan  sebdum  berakhimya masa  jabatan, Badan
Perwakilan Desa segeramemproses pemilihan Kepda Desayang baru.

Pasd 20

(1) KepdaDesaberhenti, karena:
a.  meninggd dunig
b. menggukan berhenti atas permintaan sendiri;
c. tidsk lagi memenuhi syarat dan atau meanggar sumpah atau janji;
d. berakhir masajabatan dan tdah dilantik Kepala Desayang baru; dan
e. mdakuken peabuadan yang betentangen dengan  kelentuen  perduran
peundang-undengan yang belaku dan aau noma yag hidup dan
berkembang ddam masyaraka Desa
(2 Pemberhentian Kepda Desay sbagamana dimeksud pada ayat (1), dilakukan
oleh Bupati aas usul Badan Perwekilan Desa

Pad 21

(1) Paduran lebih lanut mengena Tda Caa Pencdonan, Pemilihen, Pdantikan
dan Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.
(2) Paauran Dagrah Kabupaen sdbagamana dimeksud pada aya (1), memuat
meteri antaralan mengena :
a. penegasan parsyardan caon, yang mdiputi
1) baasusamakamd cdon;
2) pengauran mengena peasyaaan pendidikan secara teges, sepeati haus
berijazah TP, dan aau berpengdaman yang dinila ssdergd;
3) pengauran mengena  pasyadan tambshan bag cdon Kepda Dexa
sesua dengan kondis sodd budaya masyarakat sstempat; den
4) pengauran mengena  pasyadan cdon yag beaasd dai  Pegawa
Negeri Sipil dan aau anggota TNI/POLRI.
b.  mekanisme pencalonan yang mdiputi :
1) pembentukan Panitian Pemilihen deh Badan Perwiakilan Dess;
2) tugas Panitia Pemilihan;
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3) tatacara pendaftaran dan persyaratan pemilih;

4) peaksanaan penjaringan dan penyaringan bekd cadon; dan

5) mekanigme pendgoan cdon yang beahek dplih deh mesyaaka yag
ditetapkan Badan Perwekilan Desa

pd aksanaen kampanye, yang mdiputi :

1) tempat pdaksanaan;

2) wakiu peaksanaan;

3) mekanigme dan Sgem kampanye den

4) biaya pdaksanaan kampanye.

pdaksanaan pamilihen, yang mdliputi :

1) pengumumean peaksanaan pemilihan kepada masyarakd;

2) pdaksanaan pemungutan Suarg;

3) penetgoan hasl pemungutan suara sdbega cdon  tapilih dengan  Beita
Acarg

4) kemungkinen cdon tepilih yang mendgpa  dukungan suara  terbanyak
yang samalebih dani sstu orang;

5) mekaniame pdaksanaen pemilihen ulang.

taa caa pengucgpan umpahVjani dan pdatiken Kepda Desa termasuk

pelaksanaan serah terima jabatan;

mekaniame pdaksanaan  patanggungaveban Kepda Desa kepada Badan

Perwakilan Desa dan Igporan pe aksanaan tugas K epaa Desa kepada Bupati:

larangan Kepaa Dess;

pgabat yang mewakili ddam hd Kepda Desa berhdangan;

mekanisme pemberhentian sementara Kepala Desg;

pemberitehuan dai Badan Peawekilan Desa kepada Kepda Desa mengena

akan berakhirmyamasajabaan;

pengduran  mengena  paydenggaraan  pencdonan dan pamilihan  Kepda

Desatidak tepat wakiu;

mekanisme pengangkatan penjabat Kepada Desg;

masa jabatan Kepda Desa; dan

biaya pemilihan cdon Kepala Desa dan pembebanannya

Bagian Ketiga
Perangkat Desa

Pesd 22

(1) Parangkat Desa bertuges membantu Kepda Desa ddam pdaksanean tugas dan

kewgibannya

(2) Ddam pelaksanaan tugasnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepada Desa
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Pasd 23

(1) Perangkat Desa dgpat dipilih dan aau diangka tanpa pemilihen seua  kondis
sodd  budaya mesyaskat sgtempat, dai penduduk Desa yang  memenuhi
persyaratan.

(2) Perangkat Desa  ditetgoken  dengan  Keputussn  Kepda Desa  sadah
mendapatkan persatujuan Pimpinan Badan Perwakilan Desa

Pasd 24

(1) Pengaturan  lebih  lanjut mengena ta cara Pemilihen dean aau  Pengangkatan
Perangkat Desa, ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.
(2) Peraturan Dagrah Kabupaten sbegamana dimeksud ddam aya (1) memud
materi antaralan mengena :
a. peasyaaan cdon Perangkat Desg;
b.  mekanisme pemilihan dan aau pengangkatan calon Perangkat Dess;
c. masajabaan Perangkat Desa;
d. larangan bagi Perangka Desg;
e. mekanigme pemberhentian Perangkat Desa,

Bagian Keampat
K edudukan K euangan Kepda Desa dan Perangkat Desa

Pasd 25

(1) Kepda Desa dan Peaangka Desa diberiken penghedlan tetgp sttigp bulannya
dan aau tunjangan lainnya sesua kemampuan Keuangan Desa

(2 Peghaslan tetgp den aau tunjangan lannya yang diterima Kepda Desa dan
Perangkat Desa shagamana dimeksud peda aya (1) ditetgokan sdtigp  tahun,
dadam Anggaran Pendgpatan dan BdanjaDesa

Pasd 26

(1) Pengaturan  lebih  lanjut mengena kedudukan  keuangan Kepda Desa dan
Perangkat Desa ditetgpkan ddam Peraturan Daerah Kabupaten.
(2) Paraiuran Dagrah  Kabupaten ssbegamaena dimeksud  pada aya (1), memuat
materi antaralan mengena :
a. frindan jenis penghaslan dan aau tunjangan yang akan dibeaikan kepada
Kepda Desa dan Perangkat Desa; dan
b. pdaksaeen, penentuen besanya dan  pembebanan  pemberian  penghasilan
dan atau tunjangan.
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Bagian Kdima
Susunen Organised Pemerintah Desa

Pesd 27

Susunen oganisss Pamarinteh Desa sdbegamana dimeksud  ddam Ped 7,
ditetgpkan oleh Kepda Desa seua dengan kondis Desa stempa sdah
mendgpatkan persetujuan Badan Parwakilan Desa

Pesd 28

Susunen  oganisss Pemerinteh Desa sdbegamana dimeksud  ddam Pesal 27
dilaporkan oleh Kepaa Desa kepada Bupaii dengan tembusan kepada Caméat.

Pasd 29

(1) Pengauran  lebih  lanjut mengena Pedoman  Penyusunen Organised Pemeintah
Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

(2) Paauran Dagrah Kabupaten ssbegamana dimeksud pada aya (1), memuat
maei ataa lan mengena taa caa penyusunan organised, kedudukan, tuges
dan fungs satataakerja

Bagian Keenam
Badan Pawékilan Desa

Pasd 30

(1) Baden Pawdilan Desa dau yang dissut dengan nama lan  befungs
mengayomi adat  idiadat, membuat Paauran Desa menampung  dan
menydurkan  agoiras mesyarakd, sata mdakukan pengawasan terhedap
penydenggaraan Pamerintahan Desa

(2 Fungs  pengawasan  Badan Pewekilan Desa mdiputi  pengawasan  terhadap
pdaksaneen Peaauran Desa, Anggaan Pendgpatan dan Bdanja Desa,  dan
Keputusan Kepda Desa

(3) Pdakseen fungs Baden Pawekilan Desa sshegamana dimeksud pada aya
(1), ditetgpkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa

Pesd 31
Anggota Badan Pewdkilan Desa dipilih dai den odeh penduduk Desa Waga

Negaa Republik Indonesa yang memenuhi pasyaaan yang dawr ddam
Peraturan Daerah.
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Pasd 32

Jumlah anggota Badan Pewekilan Desa ditdgoken berjumlah ganjil dean  sskurang-
kurangnya lima orang anggota.

Pasa 33

(1) Pmpinan Badan Perwekilan Desaterdiri dari Ketua dan Wakil Ketua

(2) Wakil Ketua Badan Perweakilan Desa pding banyak 2 (dua) orang.

(3) Fmpinen Badan Pawsakilan Desa sdbegamana dimeksud peda aya (1), dipilih
dai den deh anggota Badan Pearwakilen Desa secaa langsung ddam Rapat
Badan Perwakilan Desa yang diadakan secarakhusus

(4) Rgpa peamilihan Ampinen Baden Pawsakilan Desa untuk petama  kdinya
dipimpin dleh anggota tertua den dibantu oleh anggota termuda

Pesd 34

(1) Ddam pdaksaneen tugesya Fmpinen Badan Paweakilan Desa dibantu  deh
Sekretariat Badan Perwekilan Desa

(2) Sekretariat sebagamana dimeksud pada ayat (1), dipmpin seorang  Sekreais
yang diangkat oeh Kepda Desa das passtyjuan Pimpinen Badan Peawekilan
Desa dan bukan dari Perangkat Desa

Pasad 35

(1) Anggota Badean Pawekilan Desa dgpad mengima tunjangan s=ua kemampuan
Keuangan Desa,

(2) Tunjangan anggota Baden Pawakilan Desa sdbagamana dimeksud pada aya
(1), ditetgpkan setigp tahun ddam Anggaran Pendapatan dan BdanjaDesa

Pesd 36

(1) Untuk  keperluan  kegiaan Badan Peawekilan Desa dan  Sekrdaia Badan
Pawekilan Desa disedickan biaya seid  kemampuan Keuangan Desa yang
dikeola oleh Sekretariat Badan Perwakilan Desa

(2) Biaya sdbagamana dimeksud pada aya (1), ditegpkan sdigp tahun  ddam
Anggaran Pendapatan dan BdanjaDesa

Pesd 37

Anggota dan FAmpinen Badan Pawskilan Desa tidek dipebolehkan  merangkep
jabatan sebagal Kepada Desa dan Perangkat Desa
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Pasd 38

(1) Pengaturan  lebih  lanjut mengenal Baden Pawekilan Desa,  ditetgpkan  ddlam
Peraturan Daerah Kabupaten.
(2) Peraturan Dagrah  Kabupaten sdbagamana dimeksud pada aya (1), memuat
meteri antaralan mengena :
a pasyadan untuk menjadi aggota BPD  seua  dengan kondis  sosd
budaya masyarakat sstempat;
b. mekanigme pdaksanaan pemilihan anggots;

C. penetgoan caon terpilih anggota;
d. pengesshan hasl pemilihen anggota;
e. tugas dan wewenang anggota;
f. hak Badan Perwakilan Desy;
g. hak, kewgiban, dan larangan bagi anggota;
h. pemberhentian dan masa keanggotaan;
. penggentian anggota dan pimpinan;
J.  mekanisme rapa; dan
k. pengaturan tatatertib rapat.
BAB V
LEMBAGA LAIN
Bagian Patama
Lembaga Ada
Pasd 39

(1) Pamerinteh Dagrah harus mengekui dan menghormdi adat  idiadat den  lembaga
ada d wilayahnya shegamana dmeksud oden  Undangundang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Azas Manusa

(2) Pamgiinteh Dagrah  dgpa mendapkan berbaga  kebijaksaneen  ddam  upaya
pemberdayaan, pdedarian dan pengembangan ada idiadat den lembega ada di
wilayahnya

Pasd 40

(1) Pengaturan lebih lanjut mengend pemberdayaan, pdetaian dan
pengembangan adat idiadat dan lembaga ada  ditegoken ddam  Perauran
Daerah Kabupaten.

(2) Paauran Dagrah Kabupaen sdbagamana dimeksud pada aya (1), memua
meteri antaralan:

a.  mekanisme pemberdayaan, pdedarian dan pengembangan;
b. kedudukan, tuges dan fungd lembaga add;
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c. hek, wewenang dan kewgiban lembaga adat termesk kewenangan ddam
penydesaian persdishan sengketa add;

d. susunan organisad; dan

e. hubungan dengan organisss  pemeintehen, bak Pemeinteh Desa maupun
Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasd 41

(1) Ddam upaya membeadayskan mesyacka di Desa dgpa  dibentuk  lembega
kemasyarakatan sesua kebutuhan.

(2) Lembaga kemasyaakdan sebegamana dimeksud pada  aya (1), ditetgoken
dengan Peraturan Desa,

Pasd 42

Lembaga kemasyarakdan sdbagamana dimeksud ddam Pesd 41, meupsken mitra
Pemginteh Desa ddam pewydenggaaan pembangunan  yang betumpu  pada
masyarakat.

Pasa 43

(1) Pengauran  lebh  lenjut mengena Pedomen  Pembentuken  Lembega
Kemasyarakatan di Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

(2) Parauran Dagrah  Kabupaten ssbegamana dimeksud pada ayat (1) memua
materi antaralan mengena :

namalembaga kemasyarakatan;

UsUNan organisss;

tatakerjg

kedudukan dan tuges,

kewenangan, hak dan kewgiban;

hubungan antar lembaga kemesyarekdan di Desa yang ber-sangkutan, antar

Desa dan antaa lembaga kemasyaakdan dengan Pemeinteh Desa dan

Badan Perwakilan Desa

~0 Q0T
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BAB VI
PERATURAN DESA

Pesd 44

(1) Badan Peawskilan Desa basama dengan Kepda Desa mendgokan  Perauran
Desa
(2) Pdaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepda Desa

Pasd 45

Ddam mendgpkan Perauran Desa, Badan Pewekilan Desa mengadekan  rapat
yang dhadin odeh skurangkurangnya dua petiga dai  jumlah anggota Baden
Perwekilan Desa

Pesd 46

(1) Peraturan Desaditandatangani oleh KepdaDesa

(2) Paraturan  Desa  sebegamana  dimeksud pada aya (1), tidk  memelukan
pengesshan  Bupdi, tegoi wgib disampakan kepadanya sdambat-lanbanya
duaminggu sstelah ditetgpkan dengan tembusan kepada Camat.

Pasd 47

(1) Pengaturan  lebih lanjut mengena Perauran Desan  ditetgpkan  dengan  Peraturan
Daerah Kabupaten.
(2) Parauran Dagrah  Kabupaten ssbagamana dimeksud pada ayat (1) memuat
meteri antaralan:
a. bentuk Peraturan Dess;
b. tatacarapenetapan Peraturan Desa;
c. mekaniame pengamhbilan keputusan;
d. persyaaan mateid,
e. pdaksanaan Perauran Desa

Pesd 48

Peauran Dagrah Kabupaen dan Peaauwran Desa sébdum  ditetgpkan  agar
disosdisaskan kepada masyarakat sesual dengan kondis sosd budaya sstempat.
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BAB VII
KEUANGAN DESA
Bagian Partama

Sumber Pendgpatan Desa

Pasd 49

(1) Sumber Pendgpatan Desaterdiri atas

a. Pendgpatan Adi Desamdiputi :
1) hadl usshadesg;
2) hesl kekayaan des;
3) hesl swedaya dan partispes;
4) hesl gotong royong; den
5) lan-lan pendgpatan adi Desayang sah.
b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten mdiputi:
1) begiandari perolehan pgak danretribus Daerah;
2) bagian dai dana perimbangan keuangan Pust den Dagrah yang ditaima
oleh Pemerintah Kabupaten.
C. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Proping;
d. sumbangan dari pihek ketiga; dan
e. pinamanDexa

(2) U Pendepdten Desa yang tdeh dimiliki den dikdola oeh Desa tidek

a

dibenarken diamhbil dih deh Pamarintah aau Peanaintah Dagrah.

Pasd 50
Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud ddam Pasd 49 ayet (1) terdir daxi :
tanah kas Dexg;
. pasar Desg;
bangunan Desg;
. pddangan ikan yang dikdola oleh Desy;
. lan-lain kekayaan milik Desa

b
C.
d
e

Pasd 51

(1) Ddam upaya peningkdan Pendgpaan Adi Desa sshagamana dimeksud  ddam

Pasd 49 aya (1) huruf g Pemeinteh Desa dgpa mendirikan Baden Ussha
Milik Desayang ditetgokan dengan Peraturan Desa.

(2) Betuk Badan Ussha Milik Desa addah badan hukum sebagamena diatur

daam peraturan perundang- undangan yang berlaku.
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Pesd 52

(1) Sumber pendgpatan deerah yang berada di Desa bak pgak maupun retribus
yang sudah dipungut oleh Propind adau Kabupaten tidek dibenarkan  adanya
pungutan tambahan den Pamarintah Desa

(2 Bagian Desa dai peaoehan bagan pgak ditdgokan dengan Peraiuran Daerah
Kabupaten dengan memperhatikan agpek pemerataan dan potens antar Desa,

Pasd 53

Baituen dai Pemeinteh dan Pemeinteh Propind  kepada Desa  sdbegamana
dmeksud ddam Pesd 49 aa (1) huruf ¢ dissuakan dengan  kemampuan
keuangan.

Pasd 54

(1) Sumbangan dai Pihak Ketiga kepada Desa sebagamana dimeksud ddam Pasd
49 aya (1) hurdf d, dgpat berbentuk hediah, doned, wekaf, hibeh den aau lan
lan sumbangan, den  pembaian sumbangan  dmeksud  tidek mengurangi
kewgjiban-kewgjiban pihak penyumbang kepada Desa.

(2) Sumbangan yang bebentuk barang, bak barang bergaak maupun barag tidek
bergarak dicaa sbega barang inventais kekayaen milik desa sesua dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Sumbangan yang beabentuk uang dicatumkan d  ddam Anggaan Pendgodan
dan BdanjaDesa

Pasd 55

(1) Pnjamen Dexa sbagamana dimeksud ddam Pesd 49 aya (1) huruf e
dilskukan oeh Pemginteh Desa stdah mendgpa  pasauyuean Baden
Perwekilan Desa

(2 Kepda Dexa mdakukan penandatanganen pinjaman  setdah  memenuni syaa-
syaa yang ditggokan sesua  dengan  ketentuan  perauran  perundangan
undangan.

(3) Anjaman Desadicantumkan di ddlam Anggaran Pendapatan dan Bdanja Desa

Pasd 56
Pinjaman Desa dapat bersumber dari :

a. Pemeintah, Pemerintah Proping, dan Pemerintah Kabupaten;
b. Bank Pemerintah;
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c. Bank Pemaintah Dagrah;
d. Bank Swadta; dan

e. sumber-sumber lain yang seh seua peraiuran perundang-undangan.

Pesd 57

(1) Pinjamean Desa digunakan untuk :
a.  meningkatken Pendgpatan Adi Desx;
b. membiaya suatu usshayang dgpat meningkatkan pendapatan Desg; dan
c. menambahVmenyataken modd Pemerinteh Desa kepada Badan Ussha Milik
Desg, dan atau usaha-usshalain,
(2) Ainjaman Desatidek dapat digunakan untuk membiayal bdanjarutin Desa
(3) Pengguneen  dan  pengambdian  pifamean Desa  dicantumken ddam  Anggaran
Pendgpatan dan BdanjaDesa

Pasad 58

(1) Ddam upaya pegddaan Potens Desa guna meningkatkan Pendgpaan  Adi
Desa, Pamerintahan Desa dgpa mdaksanakan kerjasama dengan Phak  Keiga
atas persatujuan Badan Perwekilan Desa

(2) Kejasama dengan Pihak Ketiga sshagamena dimeksud pada ayat (1), mdiputi
ataa lan kejasama d bidag mangemen, operasond, bantuan  teknik,
patungan, pembiayaan, dan kerjasamabagi hesl.

(3) Hasl usha kejasama dengan Phak  Ketiga dicantumkan ddam  Anggaran
Pendapatan dan BdanjaDesa

Pasd 59
Sumber Pendgpatan Desa sdbagaimana dimeksud ddam Pesd 49, dikdola mddui
Anggaran Pendapatan dan BdanjaDesa

Pesd 60

Pengauran  lebih  lanjut mengena Sumber  Pendgpatan Desa,  ditetgpkan  ddam
Peraturan Daerah Kabupaten.
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Bagian Kedua
Anggaran Pendgpatan Dan BdanjaDesa

Pesd 61

(1) Bupati mendgpkan pedoman  peryusunan  Anggaran Pendgpatan dan Bdanja
Dexa.

(2) Pedoman peyusunen  Anggaan  Pendgpatan dan Bdanja Dexa  ssbagamana
dimeksud ayat (1) memua meteri antaralan mengena :

tata carapenyusunan anggaran;

tata usaha Keuangan Desg;

mekanisme dan persyaraan pengangkatan Bendaharawvan Desg;

peleksanaen anggaran;

perubehan anggaran;

perhitungen anggaran;

mekanisme pegporan dan bentuk pertanggungjawabian Keuangan Desg; dan

mekaniame pengawasan pdaksanaan anggaran olen Badan Parwakilan Desa

(3) Kepda Desa basama Badan Pawsilan Desa mendapkan  Anggaran
Pendagpatan dan Belanja Desa sttigp tahun dengan Peraturan Desau

SQ P o0 T

Pesd 62

(1) Anggaran  Pendgpatan dan Bdanja Desa terdii das bagan peneimeen dan
begian pengduaran.

(2 Bagan  pengduaran  tedii aas  Pengduaran  Rutin @ den Pengduaran
Pembangunan.

Pasa 63

(1) Pengdolaean Keuangan dileksaneken odeh Bendahaavan Desa yang  diangkat
oleh Kepada Desa setlah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa

(2) Pengddaan  Anggaan  Pendgpatan  dan Bdanja Desa mdiputi  Penyusunan
Anggaran, Pdaksanaen Tata Ussha Keuangan dan Perhitungan Anggaran.

(3) Pengdolaan Anggaran sebagamana dimeksud pada ayd ),
dipertanggungavabkan oeh Kepda Desa kepada Badan Peawekilan Desa
sdambat- lambatnyatiga bulan sstdah berakhir tahun anggaran.
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BAB VIl
KERJIASAMA ANTAR DESA

Pasd 64

(1) Bebagpa Dexa dapat mengadekan kerjasama  untuk  kepentingen Desa yang
diaur dengan Keputussn Beasama dan  dilgporkan  kepada Bupai  dengan
terbusan kepada Camat.

(2) Untuk pdaksaneen  kerjasama sebagamana dimeksud pada aya (1), dapat
dibentuk Badan Kerjasama

Pasa 65

(1) Pengaturan  lebih  lanjut mengena  pdeksaneen kejesama atar Desa diaur
ddam Peraturan Daerah Kabupaten.

(2) Paauran Dagrah  Kabupaten ssbagamana dimeksud ddam aya (1), memua
maer antaralan
a bentuk keajasama sepati atr Desa ddam stu Kecamaan, antr Desa di

luar Kecamatan dalam satu Kabupaten dan ssterusnya;

obyek kerjasama;

muatan materi keputusan kerjasama;

biaya pe aksanaan kerjasama; dan

penydesaian persdishan yang terjadi ddam kerjasama

®Pooo

BAB IX
PEMBINAAN

Pasd 66
Ddam ragka pembneen, Pemeintah, Pemeinteh Popind  dan Pemeintah
Kabupaen wgib memfasliteas  peydenggaaan Pemeintahen Desa beupa
pemberian pedoman, bimbingan, pdatihan, arahan dan supervis.

Pasd 67
Peauran Desa dan Keputussn Kepda Desa disampakan kepada Pemerintah

Kabupaten sdamba-lambanya 2 (dud) minggu sddah  ditetgoken dengan
tembusan kepada Camat.
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BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasad 68

(1) Desasdesa yang ada ddam wilayah Kotamedya Kotamadya Adminigratif dan
Kota Adminigraif bedesaken Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, peda
st belakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ditetapkan ssbaga
Keurahan.

(2 Pdaksanaen ketentuan sebagamana dimeksud pada aya (1), degpa  dilakukan
scaa beatahgp dengan mempehdiken kemampuan Keuangan Dagrah  dan
kondis sosd budaya masyaraka setempat.

Pasad 69

(1) Kepda Desa dan Peangka Desa yang ada pada ssat mula  berlakunya Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999, tetgp menjdankan tugas sampa ada pengauran
lebih lanjut dalam Peraturan Daerah K abupaten.

(2) Kepda Desa yang sHama il mesa jabaannya ditetgpkan delgpan tahun, dapat
tetgp mdaksangkan tuges sampa  a&khir mesa jebatanya sdama dnla  bak
oleh Badan Parwakilan Desa

Pesd 70

Lembaga Musyavaah Desa yang ada pada st mula berakunya Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tagp mdaksanekan tugas sampa  tebentuknya Baden
Perwakilan Desa

Pesd 71

(1) Sebutan untuk Desa, Kepda Desa, Badan Peawakilan Desa dan Perangka Desa
depat disesuaken dengan kondis s03d budaya den adat idiadd masyarakat
Sstempat.

2 Peweg,ladaq peidilahan ssbagamana dimeksud pada aya (1), diteigpkan oleh
Kepda Desa atas pasdujuan Badan Pawekilan Desa dan disshkan  dengan
Keputusan Bupati.

(3) Nama-nama Desa yang ada pada saat belakunya Undangundang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemeintehean Dagah sadah  diadekean  penyesuaan
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ditetgpkan dengan Keputusan Bupdti.
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BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasd 72

Paauran Dagah yang mengaur mengend Dess diadekan  penyesudan
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pesd 73

Peraturan Pemerintah ini mula berlaku padatanggd diundangkan.

Aga sHigp oag mengaahuinygg  memeintahken  pengundangen Peraturan
Pemerinteh il dengan  penempalanya ddam  Lembaran Negaa  Republik
Indonesa

Ditetgpkan di Jekarta
peda tangoal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jekarta
padatangga 30 Nopember 2001
SEKRETARISNEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONES A TAHUN 2001 NOMOR 142
Sinan sesua dengan adinya

SEKRETARIAT KABINET RI

KepdaBiro Peraturan

Perundang-undangan I

Edy Sudibyo
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESA
NOMOR 76 TAHUN 2001
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA

. UMUM

Undengundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeintahen Dagrah  merupeken
peggati  Undang-undang Nomor 5 Tawun 1974 tentang  Pokok-pokok
Pemgintehen d Dagah dan Undangundang Nomor 5 Tawun 1979 tentang
Pemgintehen Desa Dai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dapat diketahui
dah sau it pdaksaneen  otonomi degrah  addah  tedgpanya  kdduasaen
pemeinteh degrah untuk menydenggaskan pemeintahen  sendir das  desx
prakarsa, kregivitas dan pean sata  &kiif masyaska ddam  rangka
mengembangkan  dan memgukan degrahnya  Memberiken  otonomi dagrah  tidak
hanya beaati mdaksnekan demokras  dilgpisan  bawah, tetgpi  juga  mendorong
oto-aktivites untuk mdaksaneken gpa yang diangggp penting bag  lingkungan
sendiri. Harus dissdari bahwa prindp dasr yang mdandes  otonomi degrah  addah
demokrad, kesdtaaen, keadilan disata kesdaan akan  plurdisme  bangsa
Indonesa

Undeangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeintahan Dagrah, yang juga
mengaur mengend Desa menggeskan, Desa sbagd  kesstuan miasyarakat  hukum
memiliki  kewenangan  untuk  mengadur  den mengurus  kepentingan masyaraka
setempat  berdasarkan asdl-usul dean adat idiadat sgtempat yang diskui ddam sgem
Pemeintahan Nasond dan beada d ddam Kabupaen, dengan pengerian terssbut
saga jdas bahwa Undangundang infk membaiken desr menyu df  governing
community yatu suau  komunites yang mengaur  diinya  sendii. Dengan
pemahaman bdwa Desa memiliki  kewvenangen untuk mengadur den  mengurus
kepentingean masyarakanya sesua kondis dan sodd  budaya sstempa, meka pods
Dea yang memiliki otonomi adi sanga draegs shingga memeluken  perhdian
simbang tehedap penydenggaraan otonomi dagrah, karema dengan  otonomi desa
yang kua &kan mempengauhi scaa  dgnifiken  pawuuden  otonomi deerah.
SHanjutnya  ddam  Undang-undang  ini ditegesken  bahwa  landassn pemikiran
pengauran Pemaintehan Desa addah; (1) Keanekaragaman, meamiliki  mekna
bahwa idileh Desa dgpat disesuakan dengan asd-usul den kondis sodd  budaya
mesyarakat  setempat, seperti Nagai, Negri, Kampung, Pekon, Lembang,
Pamusungan, Huta Bori, aau Maga Hd ini beati poa penydenggaaen
Pemerintehen Desa a&kan menghormati 9gem nila yang beleku ddam ada idiadat
dan budaya mesyaska Sgtempa, namun haus tetgp mengindahken sigem nila
bersama ddam kehidupan bebangsa dan benegaa (2) Partispas, meamiliki
mekna bahwa peydenggaaan Pemeaintehen Desa haus mampu  mewujudkan
paan &tif masyaska aga mesyaska meaasa memiliki den  turut  bertanggung
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jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sébaga sesama warga Desa, (3)
Otonomi  Adli, memiliki makna badwa kewvenangan Pamgintehen Desa ddam
mengatur dan mengurus  kepentingen  masyareka  setempat  didesarkan  pada  hek
asdbusd dn nila-nila so9d budaya yang ada pada mesyareka sgtempat, namun
haus dsdenggaakan ddam peagektif adminidras  pemeintehan  moden, (4)
Demokratisas, memiliki mekna bawa pewydeggaean Pemeintehen Desa haus
mengakomodas  agpiras masyaska  yang diatikules dan  diagreged mddui
Badan Pawakilan Desa dan Lembaga Kemesyarskdan sdbagd  mitra Pemerintah
Desyz, dan (5 Pemberdayaan  Masyarakat, memiliki mekna bawa
penydenggaraen Pemeintahen Desa  disbdiken  untuk  meningkatkan  tara  hidup
dan kegdteaan masyaskat mddui peneigpan  kebijekan, program, dan  kegidan
yang sesua dengan esend miasdah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Undangundeng Nomor 22 Tahwun 199 mengaur hahd mendasr mengena
pembentukan, penghgpusan dan dau  penggabungan  dess  usunen organises
pemegintahan desa, Baden Pawekilan Desa, lembaga lain, keuangan desa,  dan
kerjasama antar desa

Ddam rangka pewujudan demokras di tingkat Desa diadeékan Baden Perwekilen
Dea yayg bafungs menampung dan mewydukan agpirad mesyaekd dan
meakukan pengavasan ddam hd  pendgoan dan  pdaksaneen  Paauran Desy
Anggaran Pendapatan dan Bdanja Desa dan kebijeken yang ditetgpkan oleh Kepda
Desa Keaggoteen Badan Pawekilan Desa direkrt mddui  pemilihan  deh
penduduk Desa sgtempa dai cdoncdon yayg memenuhi pasyaaan. Fimpinen
Badan Pawdkilan Desa dipilih dai anggota ddam musyavaah Badan Peaweakilan
Desa Kepda Desa ddam keduduken ssbega  kepda pemeintanen  bertanggung
javab kepada rekyat mddui Badan Pawekilan Desa dan  menyampaikan lgporan
pel aksanaan tugas kepada Bupdti.

Dengan dpeategesya Desa memiliki  kewenangen untuk mengadwr dan  mengurus
kepertingan masyarakat  sdtempat menurut prekasa sendini berdesarken sosd
budaya mesyaskat Stempa, beati tabuka pduang  untuk  tumbuh  den
berkembangwya lembega-lembaga kemasyaakatan sesua kebutuhan  den kondis
so9d  budaya sgtempat.  Lembagalembaga kemesyaakaan dimeksud  merupeken
mitradari Pemerintahan Desa ddam rangka pemberdayaen masyarakd.

Sumber Pendgpatan adi Desa merupskan sumber keuangen Desa yan digdi  dai
ddam wilaysh Desa yang bersangkuten yang tedii dai hedl usha Desa  hesl
kekayaen Desa, hedl swadaya dan patidped, hesl gotong royong, den lanlan
Pendgpaan Adi Desa yang sah. Pendgpatan Adi Desa  dipungut  berdasarkan

Peraturan Desa sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penydenggaraan Pemeintahen Desa dihargokan  dgpat menumbuhkan  prekarsa den

kredtivitas mesyaakat sata mendorong peningkatan  patigpes mesyareka  ddam
pembangunan dengan memanfegtken sumber daya dan potens yang tersedia sdan
Dea mampu mengembangken dan  membadaysken potens Desa  ddam
meningkatkan pendgpaan Desa pada  gliranya mengheslken masyaska Desa
yang bekemampuen untuk mendiri. Berkeneen dengen itu, Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 tdah membuka pduang kepada Pemeintahan Desa untuk menggdi
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umbe-sumber pendgpatan yang  cukup  potendd  dengan berdasarken  ketentuan
yang ada attaa lan dengen pendirien Baden Usaha Milik  Desay mdakukan
kerjasama dengan pihak ketiga dan kewenangan mdakukan pinjamen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasd 1
Cukup jelas

Pasd 2

Aya (1)
Pambentukan Desa bau wgib mempeahdikan jumlah penduduk, luss
wilayah, sodd budaya poens Dess saala dan  prasaana
pemerintahan.

Ayd (2)
Yang dimeksud dengan pemekaan Desa addah pemecahean Desa
menjadi lebih dari .

Aya (3)
Cukup jdas

Pad 3
Cukup jelas

Pasd 4
Cukup jelas

Pasd 5
Huruf a
Yag dimeksud dengan kewenangan berdesarkan hek asd usul Desa
addah hak untuk mengaur dan  mengurus  kepentingen  mesyarakat
stempad seua dengan adat idiadat yang berlaku dan tidek bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup jelas

Pasd 6
Yang dimeksud dengan  pawydenggaeean  Tuges Pambantuen  addah
penugesan  dai Pemerintah, Pemerinteh Proving  dan Pemerintah  Kabupaten
ke Dea untuk mdaksanekan tuges tetentu yang diseta pembiayaen, sarana
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dn prasxana sata sumber daya manusa  dengan  kewgiban  Desa
mdgoorkean  pdeksaneannya dan betanggung jawab kepada yang
menugaskan.

Pasd 7
Cukup jelas

Pasd 8
Huruf a
Cukup jdlas

Huruf b
Cukup jdas

Huruf ¢
Cukup jdas

Huruf d
Yang dimeksud dengan berpengetdhuen sderga addah sessorang yang
dangggp mempunya  pengdaman, kemampuan dan  pengelahuan  Haa
SKoah Lanjuten Tingkat Peatama wdaupun tidek mempunya  ijazeh
formdl.

Huruf e
Cukup jdas

Huruf
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jdas

Huruf h
Cukup jdas

Huruf i

Cukup jdas
Huruf j

Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas
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Huruf |
Cukup jdas

Huruf m
Cukup jdas

9
Cukup jelas

10

Aya (1)
Yang dimeksud dengan tokoh mesyaska addah tokoh adat, tokoh
agama, tokoh wanita tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat

lannya

Ayd (2)
Cukup jdas

11
Cukup jelas

12
Cukup jelas

13
Cukup jelas

14
Cukup jelas

15

Aya (1)
Dagrah kabupaen dgpa menetgpkean masa jabdan Kepda Desa
sesua dengan sosa budaya sstempdt.

Aya (2)
Cukup jdas

16
Cukup jelas

17
Ay (1)
Cukup jdas
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Ayd (2
Cukup jdas

Pad 18
Aya (1)
Cukup jelas
Ayd (2
Cukup jdas

Ayd (3)
Yang dmeksud skurang-kurangnya 1 (stu) kdi ddam  sgtahun

addah  untuk sau  tahun  anggaan Ssekurangkurangnya  waib
menyampaikan lgporan satu kdi.

Ayat (4)
Tembusan wgib disampakan kepada Cama sdbega  bahan  untuk
mdakukan pembineen ddam pewydenggaaen pemgintehen  Des,
juga untuk dijadiken bahen evduas sata adan kepada Pemeintah
Desamengena hd-hdl tertentu.

Pasd 19
Cukup jelas

Ped 20
Cukup jelas

Ped 21
Ay (1)
Cukup jdas

Ayat (2)
Huruf a
Pegava Negeai Spl dan aau anggota TNI/POLRI yang dicdonkan
menjadi Kepda Desa talebih dahulu haus mendgpatkan izin - dai
indand induknya

Huruf b
Cukup jeas

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas
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Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf |
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Pesd 22
Cukup jelas

Pad 23
Ayat (1)
Cukup jdas

Ayat (2)
Yang dimeksud dengen mendgpatkan parsujuen pimpinen BPD  addah
persetujuan tertulis dari pimpinan Badan Perwakilan Desa
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Pad 24
Cukup jelas

Pad 25
Cukup jelas

Pad 26
Cukup jelas

Pesd 27
Ddam pewusunan oganisss Pamginteh Desa aga mempehatikan
kemampuan keuangan Desa luss wilayah, leak geograis —profil, den
tingkat perkembangan Desa

Ped 28
Cukup jelas

Pasd 29
Cukup jelas

Pasd 30
Cukup jelas

Pasd 31
Cukup jelas

Pasd 32
Penentuan  jumlah  anggota Badan Peaweakilan Desa attaa  lan
memperhdiken  kemampuan keuangan Dess,  luss  wilayah den  jumlah
penduduk.

Pasd 33
Cukup jelas

Pasd 34
Cukup jelas

Pasd 35
Cukup jelas

Pasd 36
Cukup jelas
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Pad 37
Cukup jelas

Pad 33
Cukup jelas

Pasd 39
Cukup jelas

Pad 40
Cukup jelas

Pad 41
Cukup jelas

Pasd 42
Cukup jelas

Pasd 43
Aya (1)
Cukup jelas

Ayd (2)
Huruf a
Yang dimeksud dengan nama Lembaga Kemesyaskdan addah
penamaen lembaga kemesyaakatan oeh masyareka seua kondig
so9d  budaya mesyaeka sstempa den  ditetgpkan ddam  Perauran
Dexa

Huruf b
Cukup jdlas

Huruf ¢
Cukup jdas

Huruf d

Cukup jdlas
Huruf e

Cukup jdas

Huruf f
Cukup jdas
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Cukup jelas

Pad 45
Cukup jelas

Pasd 46
Cukup jelas

Pad 47
Cukup jelas

Pad 48
Cukup jelas

Pasd 49
Cukup jelas

Pasd 50
Cukup jelas

Pad 51
Cukup jelas

Pasd 52
Cukup jelas

Pad 53
Cukup jelas

Pad 54
Cukup jelas

Pad 55
Cukup jelas

Pasd 56
Cukup jelas

Pad 57
Cukup jelas

Pad 58
Cukup jelas
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Pasd 59
Cukup jelas

Pad 60
Cukup jelas

Pasd 61
Cukup jelas

Pasd 62
Cukup jelas

Pad 63
Cukup jelas

Pad 64
Cukup jelas

Pad 65
Cukup jelas

Pasd 66
Cukup jelas

Pad 67
Cukup jelas

Pad 68
Cukup jelas

Pasd 69
Cukup jelas

Pad 70
Cukup jelas

Pad 71
Cukup jelas

Pasd 72

Peauran Dagrah yang mengadur mengena Desa ssbdum  ditetgoken  agar
disogdisaskan kepada pihak-pihak terkait.
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Yang dmekud pihek terkat antara lan mesyarekd, Pemeinteh Desa, LSM
yang mempuya lingkup tuges d @ bdag Pemeintehen Dexy
Pemberdayaan Masyaraka dan Pembangunan Masyaraka Desa

Pasd 73
Cukup jelas
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